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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JI. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ JL. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA -
NOMOR : 421.3/ 920 /DIS PMPPTSP/6/VI1/2019 \TAN‘pA BmYAl
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Membaca : 1. surat Ketua Yayasan Pendidikan Medan Mulia Nomor: 07 004/YPMM/
IV/19 tanggal 20 April 2019 Perihal Permohonan ancrbiw

Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterima pada
10 Mei 2019;

2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara
Nomor: 421/1057/CABDIS.MU/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang
diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal O8 Juli 2019.

Menimbang : bahwa permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Medan Mulia tersebut dapat
disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan [zin Pendirian Program Atau
Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki lzin Pendirian darni
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Namnllsl;andidilm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
! Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang {
erah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6,
ran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
nur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang
an Pelayanan Perizinan dan Non PerzinanKepada
1 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
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